Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar NomorTahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021,

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Tahun Anggaran 2021 adalah tahun pelaksanaan anggaran
kurun waktu tahun 2021.

9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah
a. pendapatan asli daerah
b. pendapatan transfer
c. lain-lain pendapatan
yang sah

jumlah pendapatan daerah

b. Belanja Daerah

1. belanja operasi
a. belanja pegawai
b. belanja barang dan jasa
c. belanja bunga
d. belanja hibah
e. belanja bantuan sosial
Jumlah belanja operasi

2. belanja modal

3. belanja tak terduga

4. belanja transfer

jumlah belanja daerah

surplus/ (defisit)

c. Pembiayaan Daerah
1. penerimaan
2. pengeluaran
jumlah pembiayaan netto
Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan

Rp426.649.591.411,95
Rpl.650.042.337.160,00
Rp89.291.820.000,00

Rp2.165.983.748.571,95

Rp957.166.908.660,00
Rp 561.260.028.973,00
Rp 2.733.790.773,00

Rp 71.394.673.320,00
Rp 5.554.605.008,00
Rpl.598.110.006.734,00
Rpl93.819.710.155,00
Rp7.665.558.400,00
Rp339.344.309.800,00
Rp 2.138.939.585.089,00
Rp 27.044.163.482,95

Rpl77.880.886.332,00
Rp29.500.000.000,00
Rpl48.380.886.332,00

Rpl75.425.049.814,95

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran | Peraturan ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan

Realisasi Anggaran.



Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Il Peraturan ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Juli 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R
NIP. 19760417 199903 2 007



